SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 153 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG
PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK

Menimbang

Mengingat

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE JALAN TOL DALAM
KOTA JAKARTA RUAS PASAR MINGGU-CASABLANCA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2012 telah

ditetapkan mengenai Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang
Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam
Kota Jakarta Ruas Pasar Minggu-Casablanca;

. bahwa "mengingat Jgen uasaan/perencanaan peruntukan bidang
m

tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk rencana jalan
yang berada di bawah rencana jaringan jalan tol dan
embebasannya akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum
rovinsi DKI Jakarta, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 99Tahun
2012, perlu dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraiuran Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2012 tentan
Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untu

Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Tol Dalam Kota Jakarta
Ruas Pasar Minggu-Casablanca;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria;

. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak atau Kuasanya;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

. Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

. Undang-Undang Nomoir 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta sebagai Ibukota Neqara
Kesatuan Republik Indonesia; o ?
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, merupakan dasar bagi Direktorat Jenderal
Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
untuk  membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/
lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung serta
melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana
pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelaksanaan pembebasan/pengosongan dan pengamanan tanah/
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk rencana
pelebaran dan/atau pembangunan jalan baru yang berada di bawah
rencana jaringan jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
yang akan dilakukan pembebasannya oleh Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi DK! Jakarta. -

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agai setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2014

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINS|I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 73019

\ SUS IBUKOTA JAKARTA,
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